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Pendahuluan

Pembangunan lokal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, merupakan upaya strategis
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dan pemanfaatan
potensi lokal. Meskipun kebijakan desentralisasi memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah,
tantangan seperti kesenjangan kapasitas dan ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi
hambatan. Dalam konteks ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan penting dalam
mendukung transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengambilan keputusan yang responsif.

Namun, kendala utama dalam pengembangan SIPD dan website BAPPEDA seperti keterbatasan
sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidang teknologi, anggaran terbatas, serta gangguan teknis.
Faktor-faktor ini perlu diatasi agar sistem informasi dapat berfungsi optimal dalam mendukung
pembangunan daerah.
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Teori Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan Teori Unified Theory of Acceptance and Use
of Technology (UTAUT), yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003)
untuk menganalisis penerimaan dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) dalam pembangunan lokal di Kabupaten Sidoarjo.
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2.
3.
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Ekspetasi Kinerja

Faktor Sosial

Ekspetasi Usaha

Kondisi yang Memfasilitasi
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana sistem informasi dapat mendukung pembangunan lokal yang
berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

2. Bagaimana peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam
meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan
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Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan pemanfaatan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo menggunakan
kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Fokus
utama adalah mengevaluasi bagaimana faktor-faktor seperti ekspektasi Kinerja,
kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi
mempengaruhi penggunaan SIPD dalam mendukung pembangunan lokal yang
berkelanjutan dan transparansi fiskal.
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Metode Penelitian

Populasi Pengambilan Data

. Kualitatif ) S'fiedlfﬁﬁoBaPPEda * Observasi _ «  Wawancara . Data primer
Deskriptif R - Dokumentasi dan data
T rana sekunder
komputer

. .- diskominfo Teknik Pengambilan S ber Dat
Jenis penelitian Sampel umber Data

 kualitatif dengan
model analisis
interaktif menurut
miles & Huberman

Teknik Analisis
BEE:!
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Hasil Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Sidoarjo
telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan data
pembangunan dan transparansi anggaran, meskipun masih terdapat beberapa
kendala teknis yang menghambat optimalisasi sistem. SIPD mempercepat proses
kerja administrasi, merapikan data, dan meningkatkan kualitas pelaporan, namun
akses publik terhadap informasi masih terbatas. Meskipun SIPD memperbaiki
ketertiban administrasi, transparansi fiskal belum sepenuhnya terwujud akibat
masalah pada kanal publik yang belum stabil, keterlambatan kesiapan data, dan
kendala teknis yang terkait dengan infrastruktur pusat.
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Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa ekspektasi kinerja menjadi faktor utama yang
mendorong penggunaan SIPD, dimana aparatur merasa bahwa sistem ini
meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka. Namun, kendala terbesar
terkait dengan masalah teknis seperti downtime, ketergantungan pada infrastruktur
pusat, dan kesiapan data publik yang terlambat. Selain itu, meskipun SIPD didukung
oleh pelatihan dasar untuk pegawai, penguasaan fungsi yang lebih kompleks perlu
diprioritaskan untuk memastikan efektivitas penggunaan sistem.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan SIPD di
sektor publik. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk
mengatasi kendala teknis, meningkatkan literasi digital, dan memperbaiki kanal
Informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk
perbaikan kebijakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pembangunan lokal, serta memperkuat kolaborasi antarinstansi terkait.
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Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo,
meskipun telah memperbaiki proses penganggaran dan transparansi fiskal di tingkat
Internal pemerintah, belum sepenuhnya memberikan transparansi fiskal yang optimal
kepada publik. SIPD berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi dan akuntabilitas,
namun tantangan teknis seperti downtime dan ketergantungan pada infrastruktur pusat
masih perlu diatasi. Untuk memaksimalkan dampak positif SIPD, diperlukan
perbaikan dalam aksesibilitas informasi publik, stabilitas sistem, serta penguatan
kapasitas SDM dalam mengelola sistem ini.
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